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HARFIRA RIZKY HAERUDDIN (B 121 13 512), dengan judul“ 
Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern di Kota Makassar”. 
Dibimbing oleh Marthen Arie selaku pembimbing I dan Romi Librayanto 
selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana 
Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern di Kota Makassar 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Perlndungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar 
Modern di Kota Makassar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksaan penerbitan Izin Usaha Toko 
Modern di Kota Makassar.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
pengambilan data di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Makassar. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap 
pelaksanaan penerbitan khususnya di Kota Makassar Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlndungan, Pemberdayaan 
Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar untuk 
mengarahkan pelaksanaan penerbitan di wilayah Kota Makassar dengan 
memanfaatkan peraturan ini guna mengetahui pelaksaan penerbitan Izin 
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A. LATAR BELAKANG  
Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan khususnya 
untuk toko modern wajib untuk memiliki Izin Usaha Toko Modern untuk 
minimarket, supermarket, Department Store, Hypermarket dan perkulakan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Modern di Kota Makassar.1 
Permohonanan izin usaha yang diajukan kepada Walikota Makassar 
dengan melimpahkan kewenangan penerbitan kepada Dinas/Unit yang 
bertanggung jawab dalam pelaksaan Pelayanan Terpadu Satu pintu 
setempat, dan diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha2.  
Permohonan Izin Usaha Toko Modern diajukan secara benar dan 
lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha 
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat 
permohonan.3 
                                                          
1 Perda Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 14 Huruf c 
2 Ibid Pasal 15-16 
3 Ibid Pasal 6 ayat 6 
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Apabila permohonaan dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat 
penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai 
dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (hari) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.4 
Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali 
surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan 
secara benar.5 
Menteri membuat pedoman tata cara perizinan6. Peraturan Menteri 
yang di maksud ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri 
dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 
mendirikan Bangunan, kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor  46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik  Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.  
Untuk Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Izin Gangguan telah 
dicabut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri 
                                                          
4 Ibid Pasal 16 Ayat 7 
5 Ibid Pasal 16 Ayat 8 
6 Ibid Pasal 14 
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Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman penetepan Izin Gangguan di 
Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah. 
Tetapi masih ada Undang – Undang yang masih mengatur tentang Izin 
Gangguan yaitu Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
Permohonanan dokumen yang diajukan kepada Pejabat Penerbit 
dengan melampirkan surat permohonan dan formulir yang ditandatangani 
oleh pemilik atau pengurus perusahaan diatas Materai yang cukup serta 
dokumen-dokumen yang disyaratkan 
Dokumen yang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan 
Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha di seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia. Dokumen yang diterbitkan diberikan kepada Pemilik/ 
Pengurus/ Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama 
Perusahaan. 
Dokumen persyaratan berlaku selama Perusahaan Perdagangan 
menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 
5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP, kecuali Izin Mendirikan Bangunan 
Berlaku seumur hidup, sesuai dengan peruntukan izinnya. 
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Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan dokumen 
kelengkapan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang 
perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Pejabat yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus berkoordinasi 
dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat 
dalam penerbitan izin. 
Dalam pra penelitian penulis di Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kenyataan yang terjadi adalah 
aparat pemerintah di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Toko Modern di Makassar telah 
melakasanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tetapi dalam hal Izin 
Usaha Toko Modern yang lagi marak di jaman sekarang adalah banyaknya 
muncul minimarket  seperti indomaret, alfamart, alfa midi, bright, dan lain lain 
yang tutup akibat dari pengeluaran izin tetapi masih ada peruntukan 
bangunan yang tidak sesuai. 
Untuk itu penulis tertarik dalam pembuatan proposal dengan judul 
“Prosedur Penerbitan Izin Usaha Toko Modern di Kota Makassar” agar dapat 
mengetahui apa saja prosedur dalam penerbitan surat izin usaha dan 




A. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang masalah di atas, penulis menarik rumusan masalah 
yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Toko Modern di 
Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerbitan Izin Usaha Toko 
Modern? 
B. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui apa saja prosedur penerbitan Izin Usaha Toko 
Modern. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerbitan 
Izin Usaha Toko Modern. 
C. KEGUNAAN PENELITIAN 
1. SECARA TEORITIS: 
Hasil penelitian ini besar harapan penulis agar dapat memperdalam 
ilmu Hukum Administrasi Negara tentang pentingnya mengetahui 
prosedur penerbitan izin usaha toko modern bagi pelaku usaha. 
2. SECARA PRAKTIS: 
Secara praktis penelitian ini berguna untuk masyarakat yang ingin 




 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Izin Usaha Toko Modern 
1. Pengertian 
Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh walikota 
untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan, dan toko modern.7  
Toko modern adalah toko dengan sistem pelayananan mandiri, 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun 
grosir yang berbentuk perkulakan.8 
Jadi izin usaha toko modern bagi minimarket diutamakan bagi 
pelaku usaha kecil, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 
Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 




                                                          
7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 23 
8 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5 
9 Ibid Pasal 12 Ayat 2 
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2. Persyaratan Memperoleh Izin Usaha Toko Modern 
Dokumen persyaratan yang dilampirkan agar keluar izin usaha 
toko modern adalah: 
a. Copy surat izin prinsip dari Walikota; 
b. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat; serta 
rekomendasi dari instansi yang berwenang; 
c. Copy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); 
d. Copy surat izin undang – undang gangguan (HO); 
e. Copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
f. Copy akte pendirian perusahaan dan pengesehannya; 
g. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; 
h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi 
ketentuan yang berlaku.10 
3. Waktu Pelayanan Penerbitan 
Permohonan yang diajukan secara benar dan lengkap, maka 
pejabat penerbit penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha 
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya sejak 
diterimanya surat permohonan. 11 
Apabila permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka 
pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis 
                                                          
10 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 16 Ayat 2 
11 Ibid Ayat 6 
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disertai dengan alasan – alasannya kepada pemohon paling lambat 3 
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.12 
Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan 
kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan 
dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.13 
Rekomendasi untuk memperoleh izin usaha toko modern 
mengenai kelayakan pemberian izin usaha kepada perusahaan yang 
bersangkutan, dilakukan dinas yang bertanggung jawab di bidang 
perdagangan tetapi penerbitan izin usaha oleh Pelayanan terpadu satu 
pintu.14  
Untuk kelengkapan penjelasan dokumen Izin Usaha Toko Modern 
yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, dan Surat Izin Usaha 
Perdagangan akan di jelaskan dalam pembahasan berikutnya. 




Dalam penerbitan Izin Usaha Toko Modern dibutuhkan dokumen 
Izin Mendirikan Bangunan. Bangunan adalah bangunan gedung dan 
bangunan bukan gedung 15. Izin Mendirikan Bangunan, yang 
selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh 
                                                          
12 Ibid Ayat 7 
13 Ibid Ayat 8 
14 Ibid Pasal 17 Ayat 3 
15 Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1  
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pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, 
rehabilitasi / renovasi, dan / atau memugar dalam rangka melestarikan 
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku.16 
2. Pelayanan Persyaratan dan Biaya Izin Mendirikan Bangunan 
 
a. Pelayanan Persyaratan 
Untuk dapat memiliki Izin Mendirikan Bangunan, pemohon 
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan.17 Lama penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yaitu lima 
belas hari kerja. 
Standar Operasional Prosedur pada hakikatnya disusun 
untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan 
pada pelaksanaan tugas / pekerjaan.18 
Pengajuan permohonan izin melengkapi persyaratan yang 
terdiri dari: 
 Foto kopi sertifikat atau bukti kepemilikan / penguasaan 
tanah yang sah ; 
 Gambar rencana bangunan empat rangkap ; 
                                                          
16 Ibid Ayat 5 
17 Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2013 Pasal 5 
18 Deddy Mulyadi, 2016, Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik , Alfabeta, Bandung, Hal 128 
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 Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi kegiatan 
mendirikan bangunan tidak dalam sengketa hukum di 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
tidak dalam sita jaminan oleh instansi yang berwenang ; 
 Surat persetujuan tetangga diketahui oleh lurah setempat ; 
 Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; 
 Foto copi tanda bukti pelunasan (PBB) ; 
 Surat keterangan domisili kegiatan mendirikan bangunan 
dketahui oleh lurah dan camat ; 
 Foto diri pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar; 
 Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokueman studi 
lingkungan (AMDAL / UKL – UPL / SPPL dan / atau 
AMDALALIN) apabila dalam Advis Planning disyaratkan 
atau berdasarkan rekomendasi dati tim teknis atau 
perangkat daerah terkait atau yang membidangnya.19 
PBB yang dimaksud dalam pengajuan permohonan izin untuk 
melengkapi persyaratan adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan 
wajib dibayar lunas. tidak dapat disangkap bahwa daerah kabupaten / kota 
memperoleh penambahan pajak. Jenis pajak ini berasal dari pajak pusat 
yang dilimpahkan kepada daerah kabupaten / kota dalam rangka membantu 
                                                          
19 Ibid Pasal 5 Ayat 2 
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pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini 
didasarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada 
kesuksesan daerah kabupaten / kota dengan didukung pembiayaan yang 
cukup, wajib pajak bagi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan karena secara nyata ; 
1. Mempunyai hak atas bumi ( tanah ) ; dan / atau 
2. Memperoleh manfaat atas bumi ( tanah ) ; dan / atau 
3. Memiliki bangunan ; dan / atau 
4. Menguasai bangunan ; dan / atau 
5. Memperoleh manfaat bangunan.20 
b. Biaya 
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah daerah21. 
Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai retribusi 
perizinan tertentu. 22  
                                                          
20 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaruan Hukum Pajak, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta, Hal 42-
43 
21 Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2012 Pasal 5 
22 Ibid Pasal 7 
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Retribusi merupakan sumber pendapatan Negara maupun 
daerah, retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak – pihak 
yang menggunakan objek retribusi yang tela di tentukan.23 
Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan 
berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut : 
 Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : 
 L x 1t x 1,00 x HSbg 
 Retribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung : 
L x 1t x Tk x HSbg 
 Retribusi prasarana bangunan gedung : 
 V x 1 x 1,00 x HSpbg  
 Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : 
 V x 1 x Tk x HSpbg 
Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung 
 V = Volume / besaran (dalam satuan M2, M’, Unit) 
 I = Indeks 
 1t = Indeks terintegrasi 
 Tk = Tingkat kerusakan 
 0,46 = Tingkat kerusakan sedang 
 0,65 = Tingkat kerusakan berat 
                                                          
23 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaruan Hukum Pajak, PT RajaGafindo Persada, Jakarta,   Hal 24 
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 HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung 
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
1,00 = Indeks pembangunan baru24 
Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana 
dimaksud dihitung berdasarkan standar harga satuan bangunan 
gedung dan prasarana bangunan gedung akan ditetapkan lebih 
lanjut dengan Peraturan Walikota.25 
Biaya administrasi, pemecahan dokumen dan balik nama 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan 5% (lima perseratus) 
dari besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).26 
Biaya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 
bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) yang bangunannya sesuai dengan 
lokasi dan peruntukannya dilakukan pemutihan dan akan 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.27 
 
 
                                                          
24 Ibid Pasal 9 (1) 
25 Ibid (2) 
26 Ibid (3) 
27 Ibid (4) 
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C. Izin Gangguan (HO) 
 
a. Pelayanan dan Persyaratan Izin Gangguan 
 
Untuk dapat memiliki Izin Gangguan, pemohon harus terlebih 
dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota 
melalui Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan. 28 
Pengajuan permohonan izin melengkap persyaratan yang terdiri 
dari : 
 Melengkapi formulir bermaterai cukup ; 
 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dua 
rangkap dengan menunujukkan aslinya ; 
 Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun berjalan ; 
 Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah 
dilegalisir oleh pejabat yang bewenang dua rangkap dan 
apabila : 
 Bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat 
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah / 
bangunan bermaterai cukup atau bukti  / surat 
perjanjian sewa, yang terdiri dar satu lembar asli dan 
fotokopi satu rangkap ; 
                                                          
28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 6 
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 Pemilik tanah meninggal dunia harus dlengkapi dengan 
surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli 
waris yang diketahui oleh lurah dan camat dua rangkap 
atau keterangan dari notaris bagi Warga Negara 
Indonesia keturunan dengan melampirkan surat kuasa 
dari ahli waris kepada pemohon yang mengajukan izin. 
 Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan beserta gambar bangunan 
( lampiran IMB ) dengan menunjukkan aslinya ; 
 Lightdrunk  atau cetak printer gambar denah tempat usaha 
dua rangkap dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200 dan dilengkapi 
gambar situasi lokasi tempat usaha ; 
 Asli dan fotokopi satu rangkap surat pernyataan persetujuan 
tidak keberatan dari pemilik tanah dan / atau bangunan yang 
berhimpitan dengan lokasi  tempat usaha yang diketahui oleh 
RT, RW dan lurah setempat, sedangkan untuk daftar ulang 
permohonan Izin Gangguan tidak dikenakan persyaratan ini 
apabila nama pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat 
usaha tetap/ tidak beruah dari keputusan izin yang lama ; 
 Fotokopi akte pendirian badan hukum beserta perubahannya 
jika berbentuk badan ; 
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 Asli izin gangguan dan lampiran gambar tempat usaha yang 
sudah habis masa berlakunya (khusus untuk daftar ulang) ; 
 Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi 
lingkungan (AMDAL / UKL – UPL / SPPL dan / atau 
AMDALALIN) apabila dalam disyaratkan atau berdasarkan 
rekomendasi dari tim teknis atau perangkat daerah terkait atau 
yang membidanginya. 29 
 
D. Surat Izin Usaha Perdagangan 
 
1. Pengertian 
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan 
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.30 Perizinan 
adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan 
tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.31 
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
                                                          
29 Ibid Pasal 6S 
30 Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 
31 Ibid Pasal 1 Angka 10 
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langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini.32 
Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan 
IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam 
bentuk satu lembar.33 
IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana 
pemberdayaan bagi perilaku usaha mikro dan kecil dalam 
mengembangkan usahanya. 
Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk: 
a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha 
dilokasi yang telah ditetapkan; 
b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; 
c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke 
lembaga keuangan bank dan non-bank; dan 
d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari 
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.34 
                                                          
32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 2 
33 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 
34 Ibid Pasal 2 Angka 2 
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Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian 
IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil. IUMK diberikan kepada pelau 
usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh 
pemerintah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam 
negeri. 
IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. Pemberian 
IUMK kepada usaha mikro dan kecil diberbaskan atau dberikan 
keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan 
lainnya.35 
Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, SIUP 
sebagaimana dimaksud terdiri dari: 
a. SIUP kecil; 
b. SIUP menengah; 
c. SIUP besar.36 
SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang 
kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
                                                          
35 Ibid Pasal 3 
36 Permendagri 46 Tahun 2009 Pasal 2 Angka 1 dan 2 
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SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang 
kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan uang 
kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.37 Kekayaan 
bersih yang dimaksud adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan 
usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. 
Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam melakukan 
usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha untuk usaha mikro, 
usaha kecil, dan usaha menengah diberikan dalam bentuk:  
a. surat izin usaha;  
b. tanda bukti pendaftaran; 
c. tanda bukti pendataan. 
Surat izin usaha sebagaimana dimaksud di atas diberlakukan 
pada usaha kecil nonperseorangan dan usaha menengah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.38  
                                                          
37 Ibid Pasal 3 
38 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 36 Angka 1-3 
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Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf b diatas 
diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.39 Bukti legalitas berupa surat izin 
usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat diberlakukan 
pada usaha mikro dan usaha kecil perseorangan apabila berhubungan 
dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, 
pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional 
lainnya yang diatur dengan undang-undang.40 
Pejabat pemberi izin usaha wajib menyampaikan informasi 
kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai 
pemohon izin usaha mengenai : 
a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 
b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan 
c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.41 
Jadi menurut penulis Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi 
Perusahaan Perdagangan Kecil adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan 
lainnya sebagai tanda legalitas yang sah yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. 
                                                          
39 Ibid Pasal 36 Angka 4 
40 Ibid Pasal 36 Angka 6 
41 Ibid Pasal 45 
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2. Persyaratan, Proses, Biaya, Waktu dan Pelayanan Prosedur 
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
 
a. Persyaratan Tata Cara Penerbitan  
 
Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan atau 
biasa disebut dengan SP-SIUP baru diajukan kepada pejabat 
penerbit SIUP dengan mengisi formulir42. Dokumen persyaratan 
yang harus dilampirkan oleh pemohon yang tercantum dalam 
Lampiran II Permendagri Nomor 36 Tahun 2007.  
Pada Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 
tahun 2007 yang menyangkut tentang dokumen persyaratan 
permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Baru, pendaftaran 
ulang, pembukaan kantor cabang/perwakilan, perubahan, 
pengganti yang hilang atau rusak, dan contoh surat pernyataan 
dalam permohonan Surat Izin Usaha perdagangan Baru dokumen 
persyaratnya adalah: 
I. PERMOHONAN SIUP BARU 
 Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas; 
1) Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan; 
2) Fotokopi akta perubahan perusahaan (apabila 
ada); 
                                                          
42 Formulir yang dimaksud dapat dilihat pada Permendagri 36 Tahun 2007 Lampiran I 
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3) Fotokopi surat keputusan pengesahan badan 
hukum perseroan terbatas dan Departemen 
Hukum dan hak Asasi Manusia; 
4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan; 
5) Surat pernyataan dari pemohon Surat Izin Usaha 
Perdagangan, dan; 
6) Foto penanggungjawab atau direktur utama 
perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 43 
 Perusahaan bebadan hukum koperasi; 
1) Fotokopi akta notaris pendirian koperasi yang 
telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang 
berwenang; 
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
penanggungjawab atau pengurus koperasi; 
3) Surat pernyataan dari pemohon Surat Izin Usaha 
Perdagangan tentang lokasi usaha koperasi, 
dan;44 
4) Foto penanggungjawab atau pengurus koperasi 
ukuran 3x4 cm (2 lembar). 
                                                          
43 Contoh surat pernyataan juga tercantum dalam Permendagri 36 Tahun 2007 Lampiran II 
44 Ibid  
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 Perusahaan yang berbentuk CV dan firma; 
1) Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta 
notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan 
negeri; 
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik 
atau pengurus atau penanggungjawab 
perusahaan; 
3) Surat pernyataan dari pemohon Surat Izin Usaha 
Perdagangan tentang lokasi usaha perdagangan, 
dan;45 
4) Foto pemilik atau pengurus atau 
penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 
lembar). 
 Perusahaan yang berbentuk perorangan; 
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik 
atau penanggungjawab perusahaan; 
2) Surat pernyataan dari pemohon Surat Izin Usaha 
Perdagangan;46 
3) Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan 
ukuran 3x4 cm (2 lembar).47 
                                                          
45 Ibid  
46 Ibid  
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II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG 
 Surat Izin Usaha Perdagangan Asli; 
 Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk 
perseroan terbatas); 
 Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha 
perusahaan.48 
III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ 
PERWAKILAN PERUSHAAN 
 Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan kantot pusat 
perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit 
Surat Izin Usaha Perdagangan; 
 Fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang/ 
perwakilan perusahaan; 
 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat 
penunjukkan sebagai penanggungjawab kantor cabang/ 
perwakilan perusahaan; 
 Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha 
kantor cabang/perwakilan perusahaan.49 
 
                                                                                                                                                                     
47 Permendagri Nomor 36 Tahun 2007 Lampiran II 
48 Contoh surat pernyataan juga tercantum dalam Permendagri 36 Tahun 2007 Lampiran II 
49 Ibid  
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IV. PERMOHONAN PERUBAHAN 
 Surat permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan; 
 Surat Izin Usaha Perdagangan asli; 
 Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk 
perseroan terbatas); 
 Data pendukung perubahan; 
 Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan 
ukuran 3x4 cm (2lembar) 
V. PERMOHONAN PENGGANTIAN 
 Surat Izin Usaha Perdagangan yang hilang 
1) Surat permohonan; 
2) Surat keterangan kehilangan kepolisian; 
3) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan yang 
lama (apabila ada); 
4) Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan 
ukuran 3x4 cm (2 lembar) 
 Surat Izin Usaha Perdagangan rusak 
1) Surat permohonan; 
2) Surat Izin Usaha Perdagangan asli; 
3) Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan 
ukuran 3x4 cm (2 lembar). 
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VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN 
KOP SURAT PERUSAHAAN 
 
SURAT PERNYATAAN 
Yang bertandatangan di bawa ini; 
Nama   : 
Jabatan   : 
Perusahaan  : 
Alamat Perusahaan : 
 
dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/ 
berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan adalah benar 
adanya. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan 
apabila ikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami 
bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan Surat Izin Usaha Perdagangan perusahaan yang 












SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh 
pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan 
perdagangan di atas materai cukup. Pihak ketiga yang mengurus 
SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang 
bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus 
atau penanggungjawab perusahaan perdagangan.50 
Sesuai dengan penjelasan diatas tentang persyaratan tata 
cara penerbitan, penulis menarik kesimpulan bahwa Surat 
Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan diajukan kepada 
pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan dengan mengisi 
formulir yang terdapat pada Lampiran II Permendagri  36 Tahun 
2007 dengan ditandatangani oleh pemilik/ pengurus/ 
penanggungjawab di atas materai dan apabila diwakili oleh pihak 
ketiga wajib melampirkan surat kuasa diatas bermaterai cukup. 
b. Proses Tata Cara Penerbitan  
 
Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
pengurusan suatu jenis pelayanan.51 Pemberian izin usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2013  dilakukan terhadap usaha mikro, usaha 
                                                          
50 Permendagri Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 11 Angka 2 dan 3 
51 Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 16 
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kecil, dan usaha menengah yang memenuhi persyaratan dan tata 
cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 
kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan 
persyaratan yang mudah dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, 
dan usaha menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan 
warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.52 
SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan 
perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di 
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. SIUP diberikan 
kepada pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan 
perdagangan atas nama perusahaan.53 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 Pasal 38 
bagian kedua tentang penyederhanaan tata cara perizinan, 
menjelaskan tentang perizinan untuk usaha mikro, usaha kecil, 
dan usaha menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan 
                                                          
52 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 37 
53 Permendagri nomor 36 Tahun 2007 Pasal 6 Angka 1 dan 2 
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perizinan wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara 
pelayanan dan jenis perizinan.54 
Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan 
meliputi : 
a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak 
melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan ; 
b. kepastian biaya pelayanan ; 
c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri 
pada setiap tahapan proses perizinan.55 
Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengajukan 
permohonan izin usaha secara tertulis. Pejabat wajib memberi 
surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila 
persyaratan dokumen permohonan izin usaha telah diterima 
secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pejabat wajib memberikan izin usaha dalam jangka 
waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat 
menolak permohonan izin usaha, penolakan wajib disampaikan 
secara tertulis kepada pemohon disertai alasan. Terhadap 
                                                          
54 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 pasal 38 
55 Ibid Pasal 39 
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penolakan pemberian izin usaha, pemohon dapat mengajukan 
ulang permohonan izin usaha dengan melengkapi persyaratan 
yang menjadi alasan penolakan pemberian izin usaha.56 
Proses penerbitan jenis izin melibatkan SKPD setempat 
berupa penerbitan rekomendasi. Tahapan proses tata cara 
pemberian izin sebagaimana dimaksud dilakukan secara 
berurutan dimulai dari: 
a. proses penerimaan permohonan izin pada kantor 
pelayanan administrasi perizinan; 
b. proses pemberkasan dan penyampaian berkas 
permohonan izin yang dinyatakan lengkap oleh kantor 
pelayanan administrasi perizinan untuk disampaikan 
kepada SKPD tehnis terkait; 
c. proses kajian tehnis oleh SKPD terkait berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
setelah menerima berkas permohonan izin yang 
dinyatakan lengkap dari kantor pelayanan administrasi 
perizinan; 
d. proses perhitungan dan penetapan besaran retribusi 
izin oleh SKPD terkait; 
                                                          
56 Ibid Pasal 40 
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e. proses pembayaran retribusi oleh pemohon izin melalui 
bank; 
f. proses penerbitan dan penandatanganan rekomendasi 
oleh SKPD terkait yang selanjutnya disampaikan 
kepada kepala kantor pelayanan administrasi perizinan 
yang dilampiri dengan surat tanda setoran (STS) 
retribusi; 
g. proses penandatanganan izin oleh kepala kantor 
pelayanan administrasi perizinan; 
h. penyerahan izin kepada pemohon.57  
Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi 
menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, 
pejabat harus menerbitkan izin usaha. Guna melindungi 
kepentingan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 
menengah, dalam hal permohonan izin usaha ditolak, keputusan 
penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus 
disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam 
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak 
permohonan izin usaha dinyatakan ditolak. 58  
                                                          
57 Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 11 
58 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 42-43 
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Jadi menurut penulis persyaratan penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan harus berdasarkan dengan tempat 
kedudukan yang diberikan kepada perusahaan, dengan pengajuan 
izin secara tertulis. Pejabat yang memberi izin, apabila pejabat 
menolak permohonan maka pejabat wajib menyampaikan 
penolakan tersebut secara tertulis disertai dengan alasan 
penolakan. Pemohon bisa mengajukan kembali permohonan 
penerbitan izin dengan melengkapi persyratan yang kurang.  
c. Biaya  
Pemerintah dan pemerintah daerah membebaskan biaya 
perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringan biaya 
perizinan kepada usaha kecil. Besaran biaya perizinan untuk 
usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ditetapkan dalam 
peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah provinsi atau 
kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional 
dan daerah. Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan 
perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.59  
Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan 
permohonan SIUP baru tidak dikenakan retribusi. Retribusi dapat 
                                                          
59 Ibid Pasal 44 
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dikenakan kepada perusahaan perdagangan pada saat 
melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian 
SIUP yang hilang atau rusak.60 
Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud 
ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota 
setempat dengan tanpa memberatkan pelaku usaha. Pemerintah 
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota harus 
mencantumkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
papan pengumuman yang ditempatkan di setiap kantor dinas yang 
bertanggungjawab di bidang perdagangan atau kantor pelayanan 
terpadu satu pintu.61 
Dalam peraturan yang mengatur tentang biaya untuk 
meringankan biaya perizinan kepada usaha kecil yang ditetapkan 
oleh peraturan pemerintah dan/ atau peraturan daerah provinsi 
atau kabupaten/ kota. Tetapi penulis melihat dalam Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2013 telah menjelaskan 
bahwa untuk Surat Permohon Surat Izin Usaha Perdagangan baru 
tidak dikenakan biaya retribusi, dan untuk Surat Izin Usaha 
Perdagangan termasuk dalam golongan tidak wajib retribusi. 
                                                          
60 Permendagri Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 16 Angka 1 dan 2 
61 Ibid Pasal 16 Angka 4 dan 5 
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d. Waktu Pelayanan 
Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses penerbitan SIUP. Waktu 
penyelesaian izin terukur 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
mulai dari penerimaan berkas permohonan izin sampai pada 
penandatanganan izin oleh kepala kantor pelayanan administrasi 
perizinan untuk berkas permohonan yang dinyatakan lengkap.  
Berkas permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap 
dikembalikan kepada pemohon dalam waktu 1x24 jam setelah 
berkas tersebut dinyatakan tidak lengkap melalui kantor 
pelayanan administrasi perizinan.62 Penolakan proses berkas 
permohonan izin oleh SKPD setelah dilakukan kajian tehnis dan 
dinyatakan bahwa berkas permohonan izin tidak dapat diproses. 
Penolakan disampaikan melalui kantor pelayanan administrasi 
perizinan.63 
SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan 
kegiatan usaha. Perusahaan perdagangan wajib melakukan 
pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan 
SIUP.64 Pemilik dan atau pengurus atau penanggungjawab 
perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang 
                                                          
62 Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 tahun 2013 Pasal 12 Angka 2 
63 Ibid Pasal 13 
64 Permendagri Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 7  
35 
 
melanggar dikenakan sanksi administratif berupa peringatan 
tertulis oleh pejabat penerbit SIUP. 
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diberikan paling 
banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) 
minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh 
pejabat penerbit SIUP. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud 
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 
VII Permendagri Nomor 36 Tahun 2007.65 
Pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) 
hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen 
persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan 
formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Permendagri 
Nomor 46 Tahun 2009, dengan ketentuan warna putih untuk SIUP 
kecil. Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum 
lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP membuat surat 
penolakan penerbit SIUP kepada pemohon SIUP paling lama 3 
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. 
Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan 
kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan.66 
                                                          
65 Ibid Pasal 20 Angka 2 dan 3 
66 Permendagri Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 12 
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Permendagri Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 12 menjelaskan 
bahwa pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan 
menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan paling lama 3 (tiga) 
hari kerja sejak ditrimanya dokumen sesuai dengan formulir pada 
lampiran III. Apabila dokumen belum lengkap, pejanat penerbit 
Surat Izin Usaha Perdagangan membuat surat penolakan kepada 
pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal 
diterimanya surat permohonan, pemohon dapat kembali 
mengajukan permohonan.  
Dalam lokasi penelitian penulis yaitu Kota Makassar maka 
penulis berpatokan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 
Tahun 2013 yang menjelaskan tentang waktu pelayanan. 
Peraturan Walikota Makassar ini berbeda dengan yang dijelaskan 
oleh Permendagri Nomor 46 Tahun 2009, yaitu Peraturan 
Walikota Nomor 3 Tahun 2013 waktu pelayanan penyelesaian 
penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan yaitu 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen, hitungan 14 
(empat belas) hari penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
adakah sampai dengan penandatanganan izin oleh kepala kantor 
pelayanan administrasi perizinan untuk berkas pemohon yang 
dinyatakan lengkap, dokumen pemohon yang tidak lengkap 
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dikembalikan dalam 1x24 jam setelah berkas dinyatakan tidak 
lengkap. 
e. Pelayanan  
Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan 
terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan. 
Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan 
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai 
ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu 
pintu dan satu tempat. Jenis pelayanan adalah perizinan yang 
dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu.67  
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan 
intensif dalam bentuk kemudahan persaratan perizinan, 
keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk intensif lainnya 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha 
mikro dan kecil.68 
Jenis pelayanan perizinan terdiri dari perizinan yang wajib 
retribusi dan yang tidak wajib retribusi. Pelayanan perizinan dalam 
pelayanan SIUP masuk dalam perizinan yang tidak wajib retribusi. 
Jenis pelayanan lain yang tidak wajib retribusi : 
                                                          
67 Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 13 
68 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 21 Angka 5 
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a. Pelayanan izin usaha jasa konstruksi ; 
b. Pelayanan izin usaha perdagangan ; 
c. Pelayanan izin usaha industri ; 
d. Pelayanan tanda daftar usaha perdagangan ; 
e. Pelayanan tanda daftar industri ; 
f. Pelayanan penyelenggaraan pelatihan izin usaha jasa 
konstruksi.69  
Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 
Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang 
perizinan dan penanaman modal guna mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat di Kota Makassar.70 
Bupati/walikota melimpahkan penerbitan SIUP dan harus 
berkoordinasi dengan kepada kepala dinas yang 
bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu 
pintu setempat dalam penerbitan SIUP.71 
Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan terkait kegiatan usaha dan 
penanaman modal kepada kepala badan. Bentuk pelimpahan 
                                                          
69 Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 1 Angka 3 
70 Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 2 Angka 2 
71 Permendagri Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 8 Angka 3 dan Pasal 10 
39 
 
kewenangan adalah kewenangan delegasi, berupa jenis izin dan 
pemberian persetujuan dan atau penandatanganan izin.72 
Jenis izin yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud diatas 
terdiri dari : 
a. Pelayanan perizinan yang wajib retribusi ; 
b. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak wajib 
retribusi;dan 
c. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait 
penanaman modal. 
Dalam penulisan proposal ini penulis fokus pada perizinan 
tidak wajib retribusi karena tentang perusahaan perdagangan 
kecil. Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak 
wajib retribusi terdiri dari: 
a. Pelayanan izin usaha jasa konstruksi; 
b. Pelayanan izin usaha perdagangan; 
c. Pelayanan izin usaha industri; 
d. Pelayanan tanda daftar perusahaan; 
e. Pelayanan tanda daftar industri; 
f. Pelayanan tanda daftar usaha pariwisata; 
                                                          




g. Pelayanan izin penyelenggaraan lembaga latihan 
swasta dan pembentukan bursa kerja khusus (BKK); 
h. Pelayanan izin perfilman, pameran, percetakan/ grafika; 
i. Pelayanan izin kesehatan; 
j. Pelayanan izin lingkungan; 
k. Pelayanan tanda daftar gudang; 
l. Pelayanan izin perpanjangan mempekerjakan tenaga 
kerja asing; 
m. Izin reklame.73 
Dalam berbagai informasi yang menyangkut dengan 
penerbitan SIUP baik media cetak maupun elektronik untuk 
disebarluaskan agar terhindarnya perilaku menyimpang atau 
perbuatan penyalahgunaan kekuasaan 74pejabat wajib 
menyediakan dan menyebarkan dan menyebarkan informasi yang 
berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, 
mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan 
proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, 
yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah 
                                                          
73 Ibid Pasal 5 Angka 3 
74 Sirajuddin, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Setara Press, Malang, Hal 101 
41 
 
diakses dan diketahui oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 
menengah.75 
Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan 
dalam SP-SIUP baru, SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian 
yang hilang atau rusak atau, laporan pendaftaran kantor cabang 
atau kantor perwakilan ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP 
perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan 
pencatatan pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan 
yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku. 
Pembatalan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pejabat 
penerbit SIUP dengan mengeluarkan keputusan pembatalan 
SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti dan pencatatan 
pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan 
perdagangan. Keputusan pembatalan sebagimana dimaksud 
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III 
A Permendagri Nomor 46 Tahun 2009.76 
 Jadi menurut penulis pelayanan dalam proses penerbitan 
Surat Izin Usaha Perdagangan mulai dari tahap Surat 
Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sampai dengan 
penerbitan yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu. 
                                                          
75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 47 
76 Permendagri Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 15 A 
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Pejabat wajib menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis 
pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan waktu 
perizinan. 
E. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prosedur Penerbitan 
 Dalam pembahasan tentang topik mengenai faktor-faktor yang 
memengaruhi peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan 
berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara 
penegakan hukum, maka penulis memulai dari konsep Lawrence M. 
Friedmen tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu77: 
a. Struktur hukum, yaitu kerangka atau rangkaian dari hukum itu 
sendiri 
b. Substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia 
yang nyata dalam sistem hukum 
c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem 
hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran 
serta harapan. 
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 
Faktor itu mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun 
                                                          
77 Juniarso dan Achmad Sodik, 2012,  Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Nuansa, 
Bandung,  hal 21 
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negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor 
yang dimaksudkan adalah78: 
a. Faktor hukumnya sendiri; 
b. Faktor penegak hukum; 
c. Faktor sarana; 
d. Faktor masyarakat; 
e. Faktor kebudayaan. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh 
karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga 
merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.79 
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memberikan suatu 
pemahaman bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan 
prosedur penerbitan perustidak akan terlepas dari konsep penegakan 
hukum. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan 
pelaksanaan prosedur penerbitan perusahaan perdagangan kecil tidak 
terlepas unsur-unsur dalam penegakan hukum, terlebih lagi pihak maupun 
unsur yang terkait dalam peningkatan pelayanan pelaksanaan prosedur 
penerbitan perusahaan perdagangan kecil tercakup dalam unsur penegakan 
hukum itu sendiri.80 
                                                          
78 Ibid hal 21 
79 Juniarso dan Achmad Sodik, 2012,  Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Nuansa, 
Bandung,  hal 21-24 
80 Ibid Hal 22 
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1. Faktor Hukum 
Dalam buku Soerjono Soekanto, menjelaskan tentang faktor 
hukum, dalam buku tersebut disebut dengan Undang-undang. Di dalam 
tulisannya, yang diartikan dengan Undang-undang dalam arti materil 
adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa 
pusat maupun daerah yang sah.81 
Penulis sependapat dengan buku yang di kutip dari Juniarso yang 
menjelaskan tentang faktor hukum. Dalam buku juniarso menyebut 
dengan faktor hukum yang mejelaskan bahwa, jika aturan atau undang-
undangnya sebagai sumber hukum mendukung untuk terciptanya 
penegakan hukum. Artinya, peraturan perundang-undangannya sesuai 
dengan kebutuhan untuk terciptanya penyelenggaraan pelayanan 
prosedur penerbitan.82 
Penulis berpendapat bahwa hubungan faktor hukum dalam 
pelaksanaan prosedur penerbitan adalah aturan yang berlaku yang 
sesuai dengan pelayanan  yang sesuai dengan kebutuhan akan 
menjadikan pelaksaan yang sesuai prosedur akan berjalan dengan 
baik. 
                                                          
81 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal 11 
82 Juniarso dan Achmad Sodik, 2012,  Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Nuansa, 
Bandung,  hal 22 
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2. Faktor Aparatur Pemerintah 
Aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor dalam 
terciptanya peningkatan pelaksaan prosedur penerbitan. Keterlibatan 
aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi telah 
berkembang. Untuk kesejahteraan, maka aparatur pemerintah memiliki 
fungsi yaitu melayani 83. Oleh karena aparat pemerintah merupakan 
unsur yang bekerja di dalam praktik untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Maka secara sosiologis aparat pemerintah 
mempunyai kedudukan atau peranan dalam terciptanya suatu 
pelayanan publik yang maksimal.84 
Menurut pendapat penulis faktor pemerintah sangat berperan 
karena tanpa adanya aparatur pemerintah yang menjalankan tugas 
melayani masyarakat maka tidak terlaksana pelaksanaan penerbitan. 
3. Faktor Sarana 
Penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan berlangsung 
dengan lancar dan tertib (baik) jika tanpa adanya suatu sarana atau 
fasilitas yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia 
yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang demikian itu tidak 
                                                          
83 Deddy Mulyadi, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayabanan Publik, Alfabeta, Hal 173 
84 Juniarso dan Achmad Sodik, 2012,  Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Nuansa, 
Bandung,   Hal 23 
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terpenuhi, maka mustahil tujuan dari pelayanan publik akan tercapai 
dengan baik atau sesuai dengan harapan.85 
Meskipun faktor-faktor hukum, aparat penegak hukum, dan 
kesadaran hukum masyarakat sudat dapat dipenuhi dengan baik, 
namun jika fasilitas yang tersedia kurang memadai, niscaya tidak akan 
terwujud suatu pelayanan publik yang baik.86 
Dari faktor sarana diatas penulis menyimpulkan bahwa maksud 
dari sarana yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
organisasi yang baik adalah tenaga manusia yang mengerti dan dalam 
bidangnya untuk memenuhi pelaksanaan penerbitan, sedangkan untuk 
organisasi yang baik adalah yang memiliki tenaga manusia yang 
mampu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan dan memiliki 
pembagian tugas yang jelas dalam pelaksaan penerbitan. 
4. Faktor Masyarakat 
Pada intinya penyelengaraan pelaksanaan penerbitan 
diperuntukkan untuk masyarakat, dan oleh karenanya masyarakatlah 
yang memerlukan berbagai pelayanan dari pemerintah sebagai 
penguasa pemerintahan. Dengan kata lain masyarakat memiliki 
eksistensi dalam pelayanan, karena dalam konteks kemasyarakatan 
pelayanan berasal dari masyarakat (publik) dimana tujuan utamanya 
                                                          
85 Ibid Hal 23 
86 Ibid Hal 24 
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adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Oleh 
karena itu jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 
memengaruhi terciptanya penyelenggaraan pelaksanaan penerbitan 
yang baik. Artinya masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan 
peningkatan pelayanan yang diaktualitaskan melalui kesadaran 
hukum.87 
Maksud dari faktor masyarakat di atas menurut Soerjono 
Soekanto adalah masyarakat memberi kepercayaan kepada 
pemerintah dalam melaksanakan sebagai penguasa pemerintahan. 
5. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan merupakan faktor yang hampir sama dengan faktor 
masyarakat. Jika melihat dari sistem sosial budaya, negara Indonesia 
sendiri memiliki masyarakat yang majemuk dengan pelbagai macam 
karakteristik. Perlu disadari bahwa obyektifitasnya dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa disamaratakan karena 
memiliki perbedaan karakteristik pada masing-masing masyarakat di 
setiap daerahnya. Faktor kebudayaan dalam terciptanya 
penyelenggaraan pelayanan yang baik pada dasarnya mencakup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 
konsepsi abstrak mengenai apa yang baik, layak dan buruk88. 
                                                          
87 Ibid Hal 24 
88 Ibid Hal 24 
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Untuk faktor terakhir ini yaitu faktor kebudayaan penulis 
berpendapat bahwa kebudayaan yaitu dalam menciptakan pelayanan 
yang baik harus memiliki nilai-nilai yang mendasari hukum yang baik. 
Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti faktor hukum, faktor 
aparatur pemerintah, dan faktor sarana. Untuk faktor masyarakat dan 






       METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penulisan karya tulis ini melibatkan lokasi penelitian di Kota Makassar, 
tepatnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada latar belakang 
masalah dan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul ini, agar data 
dan hasil penelitian dapat disajikan dengan akurat.  
Penelitian hukum empiris juga dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan 
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan 
hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang 
dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan 
hukum tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian adalah kualitatif yang menjelaskan prosedur penerbitan 
dalam pemberian izin usaha toko modern yang memang sudah sesuai 





1. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
responden yang diwawancara. Responden merupakan pihak-pihak yang 
berkompeten terkait penelitian ini.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi 
dokumen yang dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-buku, 
arsip atau data, sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 15 
Tahun 2009 serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor 
penunjang dalam penelitian ini.  
C. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:  
1. Studi dokumentasi 
Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen tertulis, laporan-laporan, kajian-kajian ilmiah, serta peraturan 





Wawancara yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak 
yang berkompeten yaitu Kepala Bidang yang bersangkutan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar 
salah satu pegawai atau staf bagian Pelayanan Perizinan. 
D. Metode  Analisis Data  
Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder diolah, lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern 
Makassar dikenal sebagai kota yang besar, jumlah penduduk yang 
tercatatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.659.503 jiwa mulai dari 
usia 0 (nol) hingga selanjutnya, meskipun setiap harinya jumlah penduduk 
secara real time mengalami perubahan sebab perpindahan penduduk dari 
luar Kota Makassar pun menjadi faktor perubahan jumlah penduduk. 
Dari jumlah penduduk yang banyak tersebut fasilitas tempat belanja 
yang nyaman dan gampang untuk di dapat seperti toko modern khusunya 
untuk minimarket banyak kita jumpai di daerah Makassar sangat dibutuhkan. 
Karena fasilitas yang diberikan sangat memuaskan, dilihat dari segi kualitas 
barang, harga yang pas dan tempat yang nyaman. 
Karena fasitas yang baik itu toko modern yang berada di Makassar 
sangat banyak, dari hasil penelitian penulis yang di dapat dari Dinas 
Penanaman dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ada 380 toko modern. 
Mulai tahun 2015 sampai sekarang, dari empat belas (14) kecamatan 
yang ada di Makassar terdapat 380 toko modern. Mulai dari alfamidi, 
alfamart, indomaret, dan circle k, 14 kecamatan itu adalah Biringkanaya, 
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Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakkukang, 
Rappocini, Tallo. 
Peneliti mencoba mengambil sampel pada dua kecamatan yang berada 
di Makassar yaitu Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Panakkukang.  
Alasan penulis mengambil Kecamatan Rappocini karena daerah tersebut 
terdapat empat kampus dan terdapat 46 toko modern yang berada di 
Kecamatan Rappocini. Di daerah tersebut banyak indekos bagi para 
mahasiswa yang merantau.  
Peneliti kemudian meneliti di Indomaret Kecamatan Rappocini tepatnya 
di Jalan Talasalapang untuk memastikan berkas yang dipenuhi oleh pemilik 
toko modern tersebut. Penulis menemui kepala toko di Indomaret. Dari hasil 
penelitian di dalam gedung Indomaret dipajang Izin gangguan dan Surat Izin 
Usaha Perdagangan. Untuk dokumen Izin Mendirikan Bangunan disimpan di 
lokasi kantor cabang Kima89. 
Kemudian untuk Kecamatan Panakkukang adalah daerah kecamatan 
yang memiliki toko modern terbanyak di Makassar yaitu 53 toko modern. 
Untuk memastikan dokumen yang dimiliki, penulis langsung mendatangi 
salah satu toko modern tepatnya di Jalan Boulevard. Kepala toko yang ada di 
alfa mart mengatakan bahwa tidak ada dokumen yang disimpan di toko 
                                                          
89 Wawancara, 22 Mei 2017 Pukul 14.20, oleh Kepala Toko Novi 
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tersebut. Penulis kemudian meminta nomor telepon yang bertanggung jawab 
atas kelengkapan dokumen yang dimiliki tetapi kepala toko mengatakan 
bahwa dia tidak pernah bertemu dengan pemiliki ataupun yang bertanggung 
jawab atas kelengkapan dokumen. 
Penulis mengubah tempat penelitian yang tidak jauh dari lokasi pertama 
yaitu Jalan Boulevard tepatnya di depan Mall Panakkukang. Indomaret yang 
terletak di depan Mall Panakkukang tersebut memiki dokumen yang seperti di 
lokasi Kecamatan Rappocini.  
Untuk memastikan kelengkapan dokumen toko modern, penulis kembali 
melihat kelengkapan dokumen di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, seperti Keterangan Rencana Kota, permohonan dan 
formulir Izin Mendirikan Bangunan, pernyataan tetangga, sertifikat hak milik 
tanah, tanda pelunasan PBB, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.  
Adapun dokumen yang belum belum lengkap pegawai Muhammad 
Saad di Bagian Umum di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu 
Satu Pintu mengatakan bahwa “ semua dokumen yang belum lengkap akan 
diminta untuk dilengkapi, tidak akan kami proses kalau dokumen belum 
lengkap”.90 
                                                          
90 Wawancara 1 April 2017, Pukul 10.30 
55 
 
Jadi Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern di Makassar 
dalam melengkapi dokumen persyaratan harus lengkap. Agar tidak terjadi 
penutupan yang mengakibatkan banyaknya toko modern yang tutup. 
Prosedur persyaratan dan waktu untuk mendapatkan Izin usaha Toko 
Modern berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 tahun 2009 
Pasal 16 Ayat 2 wajib melampirkan beberapa dokumen antara lain: 
a. Copy surat izin prinsip dari Walikota 
Dari penelitian penulis penggunaan istilah izin prinsip untuk 
sekarang tidak digunakan lagi, di Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah digunakan istilah Keterangan 
Rencana Kota (KRK). Penggunaan istilah Keterangan Rencana Kota 
(KRK) digunakan sejak ada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 
2015 – 2034 di dalam Peraturan Daerah tersebut dibagi menjadi empat 
kawasan yaitu kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan 
pemukiman, dan kawasan maritim. Maka penggunaan isitilah 
Keterangan Rencana Kota (KRK) itu digunakan dalam hal memberikan 
penguatan dalam memberi Izin, disitulah awal istilah Keterangan 
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Rencana Kota (KRK) digunakan hasil penyesuaian dari Peraturan 
Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang lahir.91 
b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta 
rekomendasi dari instansi yang berwenang 
Hasil analisi kondisi sosail ekonomi masyarakat disini adalah 
pegawai dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang ke lokasi dimana Izin itu ingin diterbitkan. Dengan memberi 
SK dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pegawai 
mengecek pengaruh terhadap Pasar Tradisional dengan adanya Toko 
Modern, apakah Toko Modern itu mematikan atau mengakomodir 
Pasar Tradisional.92 
c. Copy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Surat izin lokasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah surat 
keterangan, khusus untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 
izin lokasi harus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbentuk 
keterangan bahwa benar lokasi tersebut berada dilokasi yang benar, 
peruntukan lokasinya, pemiliknya dan benar persil lokasi tanah 
tersebut.93 
d. Copy surat izin undang – undang gangguan (HO) 
                                                          
91 Wawancara oleh Muhammad Saad, 17 Juli 2017 Pukul 11.20 
92 Ibid  
93 Ibid  
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Dari penelitian penulis Izin gangguan yang dikeluarkan oleh 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
e. Copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Untuk Izin Mendirikan Bangunan juga dikeluarkan oleh Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
f. Copy akte pendirian perusahaan dan pengesehannya 
Akte pendirian perusahaan dan pengesahaannya dikeluarkan oleh 
notaris, di dalam akte tersebut diterangkan letak perusahaan, biodata 
pemilik perusahaan, jenis bidang usaha yang ingin dikeluarkan, dan 
besaran modal.  
g. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil 
Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil adalah 
hasil analisa dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan 
oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. 
h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi 
ketentuan yang berlaku 
Untuk surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan 
memenuhi ketentuan yang berlaku, format dibuat sendiri oleh pemohon 
dan diberi kepada pegawai yang memeriksa kelengkapan dokumen 




i. Waktu pelayanan penerbitan 
Waktu untuk mendapatkan Izin Usaha Toko Modern sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 tahun 2009 Pasal 
6 Ayat 6 sampai Ayat 8, permohonan yang diajukan secara benar dan 
lengkap, maka pejabat penerbit penerbit izin usaha dapat menerbitkan 
izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 




No Nama Toko 
Modern 
Persyaratan Penerbitan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 






























































√ √ √ √ √ √ √ √ 









√ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Alfa Mart, 
Kelurahan 
Tama’maung 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Nama Toko 
Modern 
Persyaratan Penerbitan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Kecamatan 
Panakkukang, 












√ √ √ √ √ √ √ √ 





Apabila permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat 
penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai 
dengan alasan – alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan di. 
Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali 
surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan 
secara benar dan lengkap.94 
Rekomendasi untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 17 Ayat 3 
mengenai kelayakan pemberian izin usaha kepada perusahaan yang 
bersangkutan, dilakukan dinas yang bertanggung jawab di bidang 
perdagangan tetapi penerbitan izin usaha oleh Pelayanan terpadu satu pintu. 
Dari tabel diatas menjelaskan tentang kelengkapan dokumen untuk 
AlfaMart dari empat lokasi toko modern yang berbeda sudah lengkap. Penulis 
kembali ke toko modern yang dokumennya dinyatakan lengkap. Yang 
dipajang dalam bingkai yaitu kertas yang menyatakan surat pernyataan dari 
kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa 
Alfamart tersebut dokumennya telah diperiksa dan lengkap. 
 
                                                          
94 Ibid Ayat 8 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerbitan 
1. Faktor Hukum 
Faktor hukum dalam mempengaruhi penerbitan Izin Usaha Toko 
Modern sangat mempengaruhi penerbitan, karena penerbitan izin usaha 
harus berdasarkan peraturan yang berlaku, harus sesuai Standar 
Operasional Prosedur. Tetapi Satandar Operasional Prosedur yang 
telah di terapkan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu telah menggunakan Standar Operasional Prosedur yang 
baru, tetapi saat penelitian penulis ingin melihat Standar Operasional 
Prosedur yang dimaksud tapi pegawai mengatakan bahwa Standar 
Operasional Prosedurnya belum terbit. Artinya Standar Operasional 
Prosedur yang diterapkan sekarang di Badan Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya dilaksanakan tanpa terbit dahulu 
Standar Operasional Prosedur yang baru.  
2. Faktor Aparatur Pemerintah 
Fakta yang terjadi untuk manjalankan semua kegiatan penerbitan 
dibutuhkan aparatur pemerintah yang bekerja, tanda adanya mereka 
kegiatan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu tidaklah berjalan. 
3. Faktor Sarana 
Sarana yang diberikan di Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai dengan kebutuhan 
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pemohon, tapi dalam penulisan skripsi ini fenomena yang terjadi banyak 
toko modern yang tutup.  
Hasil penelitian yang penulis dapat penyebab dari kejadian itu 
karena adanya pelimpahan wewenang pemberian izin yang baru 
berubah di Tahun 2017 ini. Maraknya toko modern sejak Tahun 2015 
semua pemohon yang ingin mengeluarkan izin mengambil rekomendasi 
dari Dinas Perdagangan Kota Makassar, jadi tugas dari Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 
mengeluarkan izin apabila sudah mendapat rekomendasi dari Dinas 
Perdagangan Kota Makassar95. 
  
                                                          





A.  Kesimpulan  
1.     Pelaksaan penerbitan Izin Usaha Toko Modern di Makassar sudah 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Modern di Kota Makassar.  
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerbitan Izin 
Usaha Toko Modern di Kota Makassar yaitu: 
a.  Faktor Hukum  
Faktor hukum yang dimaksud adalah Peraturan Perundang - 
Undangan dan Standar Operasional Prosedur, Peraturan 
Perundang - Undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah. 
Dalam hal Peraturan Daerah ketentuan mengenai prosedur 
penerbitan izin sudah jelas diatur sesuai dengan peraturan yang 
berlaku Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern di Kota Makassar. Untuk Standar 
Operasional Prosedur yang telah diterapkan di Badan Penanaman 
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum bisa dikatakan 
dijalankan karena salah satu pegawai mengatakan bahwa Standar 
Operasional Prosedur yang dijalankan sekarang adalah Standar 
Operasional Prosedur yang baru tetapi saat penulis ini melihat 
Standar Operasional Prosedur yang dimaksud pegawai tersebut 
mengatakan belum diambil ( tidak ada hard copy ) tetapi sudah 
ditetapkan.96 
b.  Faktor Aparatur Pemerintah  
Faktor aparatur pemerintah yang dimaksud adalah pegawai 
yang berada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pntu. Kesimpulan yang penulis dapat tarik adalah pegawai 
cukup berkompeten dalam menjalankan tugas sesuai yang 
ditugaskan. Dalam hal pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Toko 
Moder, mulai dari pengecekan analisa kondisi sosial ekonomi 
masyarakat ke lokasi dimana Izin itu ingin diterbitkan, samapi 
penerbitan Izin Usaha Toko Modern itu terbit telah sesuai. 
c.  Faktor Sarana  
Faktor sarana dalam pelaksanaan penerbitan Izin Usaha 
Toko Modern mendukung pelaksanaan prosedur penerbitan. 
                                                          
96 Wawancara, oleh Muhammad Saad Bagian Umum, 1 April 2017 Pukul 10.00 
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Saran yang penulis maksud adalah adanya papan wicara yang 
menejelaskan alur dan dokumen apa saja yang pemohon lengkapi 
agar Izin Usaha Toko Modern terbit. 
B.  Saran 
1. Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern di Makassar 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 
2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern di Kota Makassar salah satu 
persyaratannya adalah copy surat izin prinsip dari Walikota. 
Penggunaan izin prinsip untuk sekarang tidak digunakan lagi tetapi 
diganti dengan Keterangan Rencana Kota (KRK) sejak ada 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Jadi dalam 
penggunaan istilah yang digunakan tidak jelasnya dimana 
penggantian istilah itu diganti, tidak ada kata yang menjelaskan 
bahwa sejak ada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar penggunaan istilah dari copy surat izin prinsip dari 




2.  Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerbitan 
a.  Faktor Hukum 
Standar Operasional Prosedur yang telah menjadi acuan 
dalam pelayanan dalam proses penerbitan izin harus ada, kalau 
hanya mengatakan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur yang baru tapi pada saat Standar 
Operasional Prosedurnya ingin di lihat tidak ada, sama saja 
dengan tidak ada. 
b.  Faktor Aparatur Pemerintah 
Aparatur Pemerintah di Badan Penanaman  Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat baik dalam hal pelayanan 
untuk penerbitan izin. 
c.  Faktor Sarana 
Sarana yang diberikan dalam proses penerbitan sangat baik 
dalam mempermudah pemohon melengkapi kelengkapan 
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